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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak 
pidana hak cipta dan bagaimana penyidikan 
tindak pidana hak cipta menurut Undang-
Undang  Nomor 28 Tahun 2014. Dengan 
menggunakan metode peneltian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak 
pidana hak cipta seperti: orang dengan tanpa 
hak menggunakan secara komersial, hak cipta 
orang lain, dan melakukan pelanggaran hak 
ekonomi dan tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta termasuk melakukan 
bentuk pembajakan dan mengelola tempat 
perdagangan dan membiarkan penjualan 
dan/atau penggandaan barang hasil 
pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di 
tempat perdagangan yang dikelolanya serta 
tanpa persetujuan dari orang yang dipotret 
atau ahli warisnya melakukan penggunaan 
secara komersial, penggandaan, pengumuman, 
pendistribusian, atau komunikasi atas potret 
untuk kepentingan reklame atau periklanan 
untuk penggunaan secara komersial baik dalam 
media elektronik maupun non elektronik, dan 
adanya lembaga manajemen kolektif yang tidak 
memiliki izin operasional dari menteri 
melakukan kegiatan penarikan royalti. 2. Tindak 
pidana hak cipta yang dilaksanakan oleh 
pejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum yang diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang yang mengatur mengenai 
hukum acara pidana yakni melakukan 
pemeriksaan,  penggeledahan, penyitaan 
terhadap laporan, keterangan, barang bukti, 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya. 
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Wewenang lainnya yaitu permintaan 
keterangan ahli dalam melaksanakan tugas 
penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak 
terkait dan permintaan bantuan kepada 
instansi terkait untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penetapan daftar pencarian orang, 
pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku 
tindak pidana di bidang hak cipta dan hak 
terkait; dan penghentian penyidikan jika tidak 
terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di 
bidang hak cipta dan hak terkait.  
Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Hak 
Cipta,  
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta 
dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta 
dan pemegang hak cipta oleh karena itu 
diperlukan upaya hukum melalui proses 
peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
hak cipta dan dilakukan dengan tahapan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum 
untuk memberantas jenis-jenis perbuatan yang 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di 
bidang hak cipta dapat dilakukan melalui 
penyidikan yang merupakan salah satu tahapan 
proses peradilan pidana dan melalui penyidikan 
dapat diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk 
melaksanakan proses peradilan terhadap 
pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana 
hak cipta.  

 Perlindungan hukum terhadap 
pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai 
upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik 
bagi tumbuh dan berkembangnya semangat 
mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan 
sastra.5  Perlindungan hak cipta kepada setiap 
pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang 
berlaku selama jangka waktu tertentu untuk 
memperbanyak dan atau mengumumkan 
ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena 
negara berpandangan bahwa setiap pencipta 
telah memberikan kontribusi kepada 
masyarakat melalui karya-karya mereka di 
bidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan 
sehingga mereka layak mendapatkan 
penghargaan berupa hak eksklusif tadi.  
Manakalah ada pihak lain yang mengumumkan 

 
5 Hery Firmansyah, Op.Cit, hal. 16. 
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atau memperbanyak hak cipta, maka berarti 
telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat 
berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik 
secara perdata melalui gugatan ganti kerugian 
maupun secara pidana berupa penjara dan 
denda.6 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
pembahasan dalam penulisan ini berkaitan 
dengan penyidik dalam melakukan penyidikan 
tindak pidana hak cipta menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta. 
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana 
hak cipta? 

2. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana 
hak cipta menurut Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2014? 

 
C. Metode Penelitian 

Penyusunan Skripsi ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif untuk 
meneliti pengaturan tentang wewenang 
penyidik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Bahan-bahan hukum 
diperoleh dari studi kepustakan seperti bahan-
bahan hukum primer yaitu semua peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan 
dengan hak cipta dan bahan-bahan hukum 
sekunder, seperti literatur-literatur ilmu hukum 
yang membahas mengenai hak cipta termasuk 
informasi melalui media cetak dan elektronik 
serta bahan-bahan hukum tersier seperti 
kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum 
tersebut dianalisis secara kualitatif normatif. 

 
PEMBAHASAN 
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hak Cipta 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014  
Seseorang baru dapat dijatuhi pidana 

apabila perbuatannya itu mencocoki semua 
unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam 
pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah 
menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi 
bilamana seseorang dapat dipersalahkan 
karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu 
perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki 
semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu 

 
6 Prayudi Setiadharma, Mari Mengenal HKI, Goodfaith  
Production. Jakarta. 2010, hal. 61. 

unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak 
dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah 
tindak pidana yang dituduhkan kepada si 
pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal 
demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif 
tersebut dalam perkembangannya mengalami 
pergeseran di mana seseorang dapat 
dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana 
yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di 
dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang 
umumnya bersifat tidak tertulis.7 

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 
tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni 
tahap penegakan hukum in abtracto oleh 
badan pembuat undang-undang (tahap 
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni 
tahap penerapan hukum pidana oleh para 
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). 
Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 
aparat-aparat pelaksana pidana (tahap 
eksekutif atau administrasi).8 Menurut Kamus 
Hukum, pemeriksaan, ialah: “proses, cara 
perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya. 9  Perkara pidana, strafzaak, ialah 
delik yang merupakan objek pemeriksaan 
peradilan pidana.10  

Pemeriksaan perkara pidana yaitu; “kegiatan 
untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan 
keidentikan tersangka dan/atau saksi dan atau 
barang bukti maupun tentang unsur-unsur 
tindak pidana yang telah terjadi, sehingga 
kedudukan atau peranan seseorang maupun 
barang bukti dalam tindak pidana tersebut 
menjadi jelas dan dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaan.11 

Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai 
jenis-jenis perkara berkaitan dengan tindak 
pidana hak cipta yang perlu dilakukan 
penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur 

 
7 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l. 
Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 166. 
8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.2-3. 
9 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, 
Jakarta, 2009, hal. 346. 
10  Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) 
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 118. 
11 Anonim, Op.Cit, hal. 315. 
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dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 yaitu 
sebagai berikut: 

1. Tanpa hak melakukan perbuatan 
penggunaan secara komersial, suatu 
ciptaan;   

2. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi untuk penggunaan secara 
komersial  atas suatu ciptaan;  

3. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang hak cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi pencipta;  

4. Melakukan bentuk pembajakan, atas 
suatu ciptaan; 

5. Mengelola tempat perdagangan dalam 
segala bentuknya yang dengan sengaja 
dan mengetahui membiarkan penjualan 
dan/atau penggandaan barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak 
Terkait di tempat perdagangan yang 
dikelolanya;  

6. Tanpa persetujuan dari orang yang 
dipotret atau ahli warisnya melakukan 
Penggunaan Secara Komersial, 
Penggandaan, Pengumuman, 
Pendistribusian, atau Komunikasi atas 
Potret untuk kepentingan reklame atau 
periklanan untuk Penggunaan Secara 
Komersial baik dalam media elektronik 
maupun non elektronik; 

7. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak 
memiliki izin operasional dari Menteri 
melakukan kegiatan penarikan Royalti.
  
 

B. Penyidikan Pidana Hak Cipta Menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Perlindungan hukum terhadap hak cipta 

dimaksudkan untuk mendorong individu-
individu di dalam masyarakat yang memiliki 
kemampuan intelektual dan kreativitas agar 
lebih bersemangat menciptakan sebanyak 
mungkin karya cipta yang berguna bagi 
kemajuan bangsa. Dengan adanya UU Hak 
Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir 
lagi perihal status kejelasan status ciptaannya 
sebab UU Hak Cipta menganut prinsip bahwa 
sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat 
pertama kali dipublikasikan, bukan saat 
pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini 
tidak berlaku di bidang hak kekayaan industri 
yang lebih menekankan pengakuan hak 
berdasarkan pada siapa yang lebih dulu 

mendaftarkan hasil temuannya ke instansi 
berwenang. Para pencipta harus memahami 
benar prinsip agar mereka dapat bertindak hati-
hati pada saat hendak mempublikasikan hasil 
ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak 
lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan, para pencipta perlu selalu 
mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya 
dengan rapi.12  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya 
lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir 
dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita 
hukum nasional yaitu memiliki undang-undang 
hukum acara pidana baru yang memiliki ciri 
kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945.13 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 
Pasal 1 angka: 
(1) Penyidik adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 

(2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 

(3) Penyidik pembantu adalah pejabat 
kepolisian negara Republik Indonesia yang 
karena diberi wewenang tertentu dapat 
melakukan tugas penyidikan yang diatur 
dalam undang-undang ini.14 

Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai 
Penyidikan berkaitan dengan pemeriksaan 
perkara tindak pidana hak cipta, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 110 ayat: 
1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara 

Republik lndonesia, Pejabat Pegawai Negeri 

 
12 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas 
Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara 
Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas 
Kekayaan Intelektual, Pustaka Yustisia, Cet. l. Yogyakarta, 
2010, hal. 46. 
13Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Op.Cit, hal. 7. 
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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Sipil tertentu di lingkungan kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai hukum 
acara pidana. untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. 

2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berwenang meiakukan: 
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan 

atau keterangan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait;  

b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan 
hukum yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait; 

c. permintaan keterangan dan barang bukti 
dari pihak atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 

d. pemeriksaan atas pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 

e. penggeledahan dan pemeriksaan di 
tempat yang diduga terdapat barang 
bukti, pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain yang berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait; 

f. penyitaan dan/atau penghentian 
peredaran atas izin pengadilan terhadap 
bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana; 

g. permintaan keterangan ahli dalam 
melaksanakan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait; 

h. permintaan bantuan kepada instansi 
terkait untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penetapan daftar pencarian 
orang, pencegahan dan penangkalan 
terhadap pelaku tindak pidana di bidang 
Hak Cipta dan Hak Terkait; dan 

i. penghentian penyidikan jika tidak 
terdapat cukup bukti adanya tindak 

pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait. 

3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik 
pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta 
bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  

4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
memberitahukan dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum dan penyidik 
pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh 
penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
disampaikan kepada penuntut umum 
melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana 
diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta 
bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Pasal 111: Pembuktian yang dilakukan 

dalam proses pemeriksaan di tingkat 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
pengadilan dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai 
alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Mohammed Chawki dari Computer Crime 
Research Center menggolongkan bukti 
elektronik menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Real Evidence Real Evidence atau Physical 
Evidence. 
Ini adalah alat bukti yang terdiri dari 
objek berwujud yang dapat dilihat dan 
disentuh. Real evidence juga merupakan 
bukti langsung berupa rekaman otomatis 
yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri 
dengan menjalankan software dan 
receipt dari informasi yang diperoleh dari 
alat yang lain; 

b. Testamentary Evidence atau disebut juga 
dengan Hearsay Evidence, yaitu 
keterangan saksi maupun keterangan ahli 
yang diberikan dipersidangan. Perlu 
untuk diperhatikan bahwa keterangan 
ahli sangat penting dalam menguak 
kejelasan tindak pidana yang 
bersangkutan dengan dunia cybermaya; 
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c. Circumstantial evidence, yaitu bukti yang 
diperoleh dari ucapan atau pengamatan 
dari kejadian yang sebenarnya yang 
mendorong untuk mendukung suatu 
kesimpulan, tetapi bukan dalam rangka 
untuk pembuktian.15 

Sistem pembuktian di Indonesia, di mana 
pembuktian berdasarkan la conviction 
Raisonee, yaitu keyakinan hakim dengan dasar 
dan alasan yang logis maka, hakim memegang 
peranan yang sangat penting. Keyakinan hakim 
yang dituangkan dalam putusan harus dengan 
alasan yang didasarkan pada pemikiran yang 
masuk logika/logis. Sistem pembuktian ini 
mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi 
tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-
undang. Kalau diperhatikan dari pasal demi 
pasal yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 
1981/KUHAP ternyata UU No. 8 Tahun 1981 
menganut sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif di mana sistem 
ini merupakan gabungan antara sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara 
positif dengan sistem pembuktian berdasarkan 
keyakinan hakim melulu.  

Berkaitan dengan sistem pembuktian juga 
harus diperhatikan mengenai batas minimum 
pembuktian. Hal ini merupakan asas yang 
mengatur batas yang harus dipenuhi dalam 
pembuktian kesalahan terdakwa. Dasarnya ada 
di Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 yang telah 
mengatur bahwa: “hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 
yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang melakukannya. 
Artinya kalau dihubungkan dengan Pasal 184 
ayat (1) menimal dibutuhkan 2 (dua) alat bukti, 
alat bukti mana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).16 

Kewenangan penyidik PPNS dilaksanakan 
dengan berkoordinasi dengan penyidik POLRI. 
Koordinasi ini penting dilakukan dalam 2 hal: 
Pertama, penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
memberitahukan: 

 
15A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, Cetakan Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta, April 
2011, hal. 174. 
16 Ibid, hal. 174-175. 

a. Dimulainya penyidikan yang dalam praktik 
lazim disebutkan Surat Pemberitahuan 
Dilakukannya Penyidikan (SPDP), dan 

b. Hasil penyidikan kepada penyidik POLRI yang 
dapat berupa: 
1) Cukupnya bukti sehingga perkara tindak 

pidana di bidang perlindungan konsumen 
yang bersangkutan diteruskan pada 
tingkat penuntutan, atau 

2) Tidak cukupnya bukti sehingga perlu 
dikeluarkan perintah penghentian 
penyidikan. 

Kedua. Penyampaian hasil penyidikan 
kepada penuntut umum dilakukan melalui 
Penyidik POLRI, jadi proses penuntutan tindak 
pidana di bidang perlindungan konsumen sama 
halnya dengan yang lazim dilakukan dalam 
perkara pidana biasa. Hanya pada proses 
penyidikannya yang berbeda. Pada proses 
penyidikan, peran penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) sangat penting karena 
dianggap memiliki keahlian khusus sehingga 
harus diberikan wewenang khusus.17 

Penegak hukum merupakan golongan 
panutan dalam masyarakat yang hendaknya 
mempunyai kemampuan-kemampuan terentu, 
sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka 
harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan 
pengertian dari golongan sasaran, disamping 
mampu membawakan atau menjalankan 
peranan yang dapat diterima oleh mereka, 
kecuali  dari itu, maka golongan panutan harus 
dapat memanfaatkan unsur-unsur pola 
tradisional tertentu, sehingga menggairahkan 
partisipasi dari golongan sasaran atau 
masyarakat luas. Golongan panutan juga harus 
dapat memilih waktu dan lingkungan yang 
tepat di dalam memperkenalkan norma-norma 
atau kaidah-kaidah yang baru serta 
memberikan keteladanan.18 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, 
maka tidak mungkin penegakan hukum akab 
berlangsung dengan lancar. Sarana atau 
fasilitas, antara lain, mencakup tenaga manusia 
yang berpendidikan dan terampil, orgnanisasi 
yang baik, perlatan yang memadai, keuangan 

 
17 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala 
Implementasinya, Edisi l. Cetakan ke-l. Kencana Prenada 
Media Group. Jakarta. 2008, hal. 333. 
18Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2010, hal. 34. 
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yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu 
tidak terpenuhi maka mustahil penegakan 
hukum akan mencapi tujuannya.19 

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kejahatan. 
Menanggulangi di sini berarti usaha untuk 
mengendalikan kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 
laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta 
mendapat pidana.20  

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara 
hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, 
atau peraturan perundang-undangan, juga 
aparatur pengemban dan penegak hukum yang 
profesional, berintegritas, dan disiplin yang 
didukung oleh sarana dan prasarana hukum 
serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena 
itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk 
Negara Indonesia harus memliki 
lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang 
berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah 
Kejaksaan Republik Indonesia, disamping 
Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah 
Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat 
Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang 
secara universal melaksanakan penegakkan 
hukum.21 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum 
Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur 
tentang bagaimana cara alat-aalat 
perlengkapan pemerintah melaksanakan 
tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, 
oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus 
dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok 
orang yang melakukan perbuatan pidana.22  

Perbedaan dengan hukum pidana adalah 
hukum pidana merupakan peraturan yang 
menentukan tentang perbuatan yang tergolong 
perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang 
harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat 

 
19 Ibid, hal. 37 
20Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Op.Cit, hal. 55-56.  
21Marwan Efendi, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari 
Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
2005, hal. 2. 
22 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009. 
hal. 82. 

dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan 
pidana yang dapat dihukum dan macam-
macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada 
pelaku perbuatan pidana. Hukum Acara Pidana 
memberikan petunjuk kepada aparat penegak 
hukum bagaimana prosedur untuk 
mempertahankan hukum pidana materiil, bila 
ada seseorang atau sekelompok orang yang 
disangka/dituduh melanggar hukum pidana. 
Hukum Acara Pidana disebut hukum formil 
(formeel Strafrecht) sedang hukum pidana 
disebut hukum Pidana Materil (Materieel 
Strafrecht), jadi kedua hukum tersebut 
mempunyai hubungan yang sangat erat. 23 
Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk: 
1. Mencari dan mendapatkan kebenaran 

materiil; 
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang 

bersalah tidaknya seseorang atau 
sekelompok orang yang disangka/didakwa 
melakukan perbuatan pidana; 

3. Melakasanakan putusan hakim. 
Dari uraian di atas dapatlah dimengerti 

bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata 
menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi 
lebih menitikberatkan pada proses dari 
pertanggungjawaban seseorang atau 
sekelompok orang yang diduga dan/atau 
didakwa telah melakukan perbuatan pidana.24  
Tujuan hukum acara pidana sangat erat 
hubungannya dengan tujuan hukum pidana, 
yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, 
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang 
rincian perbuatan yang termasuk perbuatan 
pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat 
dihukum dan macam-macam hukuman yang 
dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum 
pidana, sebaliknya hukum acara pidana 
mengatur bagaimana proses yang harus dilalui 
oleh aparat hukum dalam rangka 
mempertahankan hukum pidana materiil 
terhadap pelanggarnya. Dari penjelasan 
tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum 
tersebut saling melengkapi, karena tanpa 
hukum pidana, hukum acara pidana tidak 
berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara 
pidana, hukum pidana juga tidak dapat 
dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan 
tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah 

 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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mendapatkan kebenaran materiil, putusan 
hakim dan pelaksanaan putusan hakim.25 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Jenis-jenis tindak pidana hak cipta seperti: 
orang dengan tanpa hak menggunakan 
secara komersial, hak cipta orang lain, 
dan melakukan pelanggaran hak ekonomi 
dan tanpa izin pencipta atau pemegang 
hak cipta termasuk melakukan bentuk 
pembajakan dan mengelola tempat 
perdagangan dan membiarkan penjualan 
dan/atau penggandaan barang hasil 
pelanggaran hak cipta dan atau hak 
terkait di tempat perdagangan yang 
dikelolanya serta tanpa persetujuan dari 
orang yang dipotret atau ahli warisnya 
melakukan penggunaan secara 
komersial, penggandaan, pengumuman, 
pendistribusian, atau komunikasi atas 
potret untuk kepentingan reklame atau 
periklanan untuk penggunaan secara 
komersial baik dalam media elektronik 
maupun non elektronik, dan adanya 
lembaga manajemen kolektif yang tidak 
memiliki izin operasional dari menteri 
melakukan kegiatan penarikan royalti.  

2. Tindak pidana hak cipta yang dilaksanakan 
oleh pejabat Kepolisian Negara Republik 
lndonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum yang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai hukum acara pidana 
yakni melakukan pemeriksaan,  
penggeledahan, penyitaan terhadap 
laporan, keterangan, barang bukti, 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lainnya. Wewenang lainnya yaitu 
permintaan keterangan ahli dalam 
melaksanakan tugas penyidikan tindak 
pidana hak cipta dan hak terkait dan 
permintaan bantuan kepada instansi 
terkait untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penetapan daftar pencarian 
orang, pencegahan dan penangkalan 
terhadap pelaku tindak pidana di bidang 

 
25Ibid, hal. 82-83 

hak cipta dan hak terkait; dan 
penghentian penyidikan jika tidak 
terdapat cukup bukti adanya tindak 
pidana di bidang hak cipta dan hak 
terkait.  

 
B.   Saran 

1. Pemeriksaan terhadap jenis-jenis perkara 
tindak pidana hak cipta perlu 
ditingkatkan melalui kerjasama dengan 
instansi pemerintah yang berkaitan 
dengan hak cipta termasuk menerima 
dan memeriksa laporan dan pengaduan 
dari masyarakat mengenai terjadinya 
tindak pidana hak cipta. 

2.  Penyidik dalam perkara tindak pidana hak 
cipta perlu dilaksanakan oleh pejabat 
kepolisian negara republik lndonesia, 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk 
mengungkapkan kebenaran terjadinya 
tindak pidana hak cipta. Dengan 
demikian dapat dikumpulkan bukti guna 
menemukan tersangka pelaku tindak 
pidana. 
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